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 ABSTRAK

 

Pasal 18 UUD 1945 mengakui adanya Otonomi Daerah. Suatu daerah dapat 

mengurus daerahnya masing- masing, termasuk mengenai Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Salah satu sumber dari PAD adalah Retribusi Daerah yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 155 dan 156 Undang-Undang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Penetapan tarifnya dimuat dalam Peraturan Daerah dan 

dapat diubah dengan Peraturan Kepala Daerah, aturan ini menjadi bentuk 

kewenangan atribusi sebagai wujud Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi 

yang diperoleh dengan pendelegasian. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan 

menambahkan Pasal 156A  yang menyatakan tarif Retribusi dapat berlaku secara 

nasional yang juga diatur dalam oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

2021. Berdasarkan Pasal 156A, kewenangan sebelumnya yang berada di 

Pemerintahan Daerah dapat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan 

alasan inilah Penulis menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi agar mengetahui 

1) Bagaimana kewenangan penetapan tarif Retribusi Daerah sebelum dan setelah 

lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 2) Dampak diberlakukannya Undang-

Undang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penetapan 

tarif Retribusi Daerah. Agar memudahkan penulisan penelitian dari karya ilmiah 

ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yakni 

penelitian dengan pengkajian norma-norma yang berkaitan dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan disertai dengan melihat dan menganalisa secara 

langsung dampak yang ditimbulkan. Sedangkan metode pengumpulan datanya 

penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara guna menunjang materi 

dari penulisan karya ilmiah ini. Berdasarkan metode dan latar belakang penelitian 

tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian 1) Sebelum berlakunya Undang-

Undang Cipta Kerja, kewenangan penetapan tarif Retribusi sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintahan Daerah, namun setelahnya kewenangan tersebut juga 

dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 2) Mengenai dampak yang ditimbulkan, 

menimbulkan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai kewenangan Pemerintahan Daerah dan 

mencederai Otonomi Daerah.  

 


